
BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN DAERAH DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22          
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu 
mengatur mengenai Dewan Pendidikan Daerah dan Komite 
Sekolah/Madrasah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950   
Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang 
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4654);

SALINAN



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53          
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses 
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2004     Nomor 64);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007     
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11          
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13          
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008     
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22          
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAERAH 
DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH. 



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Kabupaten Kebumen.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Dewan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah lembaga 
mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli 
pendidikan.

8. Komite Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga 
mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, 
serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan berkedudukan di masing-
masing Sekolah/Madrasah.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada 
setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan tertentu.

11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 
konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan Pendidikan.

12. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, 
atau ayah dan/atau ibu angkat.

13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, 
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan 
agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasional.

15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem 
pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional.

16. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan Satuan Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah dengan memberikan otonomi yang lebih besar 
kepada Satuan Pendidikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya masing-masing berdasarkan prinsip 
keterbukaan, kemitraan dan partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan 
akuntabilitas.



17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 
6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk 
Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun 
sampai dengan 6 (enam) tahun.

19. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk 
Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi 
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan 
Tinggi.

21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal 
yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, yang diselenggarakan pada 
Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau 
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan 
pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

22. Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau 
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan 
pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

23. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk 
Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang Pendidikan Dasar.

24. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk 
Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang Pendidikan Dasar.

25. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu 
bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain 
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD 
atau MI.

26. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu 
bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang 
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau 
MI.

27. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal 
yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah 
Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah 
Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

28. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu 
bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau 
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui 
sama/setara SMP atau MTs.



29. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk 
Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk 
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara SMP atau MTs.

30. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah 
satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan 
kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui 
sama atau setara SMP atau MTs.

31. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu 
bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk 
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara SMP atau MTs.

32. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan/atau 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

33. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan 
berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

34. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki 
keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan DPD dan Komite.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya DPD dan Komite 
yang handal didukung oleh personil yang kompeten serta perwujudan aspirasi 
stakeholder pendidikan dan sekolah.

BAB III
DEWAN PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 4

(1) DPD berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan 
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan 
prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.

(2) DPD menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

Pasal 5

(1) DPD bertugas menghimpun,menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada 
Bupati atas keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap 
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.



(2) DPD melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, 
dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. 

Pasal 6

(1) Anggota DPD terdiri atas tokoh yang berasal dari:
a. pakar pendidikan;
b. penyelenggara pendidikan;
c. pengusaha;
d. organisasi profesi;
e. penyelenggara pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
f. penyelenggara pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
g. organisasi sosial kemasyarakatan.

(2) Rekrutmen calon anggota DPD dilaksanakan melalui pengumuman di media 
cetak, elektronik, dan laman.

(3) Masa jabatan keanggotaan DPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Anggota DPD berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(5) Anggota DPD dapat diberhentikan apabila:

a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Susunan kepengurusan DPD terdiri atas ketua dewan, sekretaris, bendahara dan 

anggota.
(7) Ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih 

dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui 
pemungutan suara.

Pasal 7

(1) Pembentukan DPD diawali dengan pembentukan panitia pemilihan oleh Bupati.
(2) Panitia pemilihan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang  terdiri dari 

unsur Dinas, praktisi pendidikan dan unsur masyarakat.
(3) Panitia pemilihan mempunyai tugas :

a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan anggota DPD;
b. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan 

dari organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain, atau organisasi 
kemasyarakatan;

c. melakukan seleksi calon anggota DPD yang meliputi : seleksi administrasi, tes 
tertulis dan wawancara;

d. menyusun nama-nama calon anggota yang lolos seleksi;
e. mengumumkan nama-nama calon anggota yang lolos seleksi kepada 

masyarakat melalui berbagai media;
f. mengusulkan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan 

Pendidikan Daerah yang lolos seleksi kepada Bupati.
(4) Bupati memilih dan menetapkan anggota DPD atas dasar usulan dari panitia 

pemilihan;
(5) Anggaran pembentukan DPD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 8

(8) Pendanaan DPD dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;



b. Pemerintah Daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku; 

dan/atau
e. sumber lain yang sah.

BAB IV
KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 9

(1) Komite berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan 
memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan 
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/MA, maupun SMK/MAK. 

(2) Komite menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
(3) Komite mempunyai tugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap 

keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan 
untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada tingkat Satuan 
Pendidikan.

(4) Komite mempunyai tugas memberikan persetujuan terhadap Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan 
berbagai aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah 
tahun ajaran sebelumnya;

(5) Komite dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan 
pendidikan formal pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah.

(6) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) 
orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan 
pendidikan lain yang sejenis.

Pasal 10

Pendanaan komite dapat bersumber dari:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah;
c. masyarakat;
d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku; 

dan/atau
e. sumber lain yang sah.

Pasal 11

(1) Anggota Komite berjumlah gasal dan paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri 
atas unsur:
a. orang tua/wali peserta didik sebanyak 50% (lima puluh persen); 
b. tokoh-tokoh masyarakat 30% (tigapuluh persen); dan
c. pakar pendidikan yang relevan 20% (tiga puluh persen).

(2) Masa jabatan keanggotaan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Anggota Komite dapat diberhentikan apabila:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau



d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Susunan kepengurusan Komite terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan 
anggota.

(5) Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih 
dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan 
suara.

Pasal 12

(1) Pemilihan anggota Komite dilakukan dalam rapat orang tua/wali peserta didik 
satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang pengurus Komite masa jabatan 
sebelumnya dan seorang perwakilan orangtua/wali peserta didik.

(2) Pemilihan anggota komite didahului dengan pengajuan usulan calon anggota 
komite oleh peserta rapat sebanyak dua kali anggota komite yang dibutuhkan.

(3) Setiap peserta rapat melakukan pemilihan calon anggota komite dengan 
menuliskan satu nama dari para calon di kartu suara yang telah disediakan oleh 
pemimpin rapat

(4) Pemimpin rapat melakukan penghitungan suara dan menyusun peringkat 
berdasarkan perolehan suara untuk diambil 3 (tiga) orang yang akan menduduki 
posisi ketua, sekretaris dan bendahara komite.

(5) Ketua komite, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
berlaku sebagai tim formatur yang bertugas untuk melengapi keanggotaan 
komite sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

(6) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota komite ditetapkan oleh kepala 
sekolah.

BAB V
LARANGAN

Pasal 13

Dewan Pendidikan Daerah dan/atau Komite, baik perseorangan maupun kolektif, 
dilarang :
a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, 

atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang 

tua/wali di satuan pendidikan; 
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau 

tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung 

atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan 

secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
f. melakukan bisnis/kegiatan yang berkaitan dengan posisinya memanfaatkan 

satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

a. Apabila anggota DPD terbukti melakukan pelanggaran atas larangan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bupati dapat memberikan teguran 



sampai dengan pemberhentian sebagai anggota DPD sebelum habis masa 
jabatan.

b. Apabila anggota Komite terbukti melakukan pelanggaran atas larangan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepala Sekolah/Madrasah dapat 
memberikan teguran sampai dengan pemberhentian sebagai  anggota Komite 
sebelum habis masa jabatan.

c. Pemberian teguran sampai dengan pemberhentian anggota DPD oleh Bupati 
dilakukan setelah melalui persetujuan dalam rapat pengurus DPD dan diketahui 
oleh Dinas.

d. Pemberian teguran sampai dengan pemberhentian anggota Komite oleh Kepala 
Sekolah/Madrasah dilakukan setelah melalui persetujuan dalam rapat pengurus 
komite.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlau pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Oktober 2014

BUPATI KEBUMEN,

           ttd.

BUYAR WINARSO
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN

         ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
                                           KEPALA BAGIAN HUKUM
                                       SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
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